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I. UMUM 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat 

penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan 

pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan 

pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga 

berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, 

kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam 

menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan 

tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada 

dalam sistem peradilan pidana. 

 

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat 

menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses 

peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban 

diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. 

Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-

Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di 

masyarakat.  

 

 

 

Selain . . . 
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Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki 

kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu 

Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, 

termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang 

berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar 

sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang 

keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga 

terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana 

tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi 

manusia yang  berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian 

uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, 

tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana 

seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan 

posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya. 

  

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa 

kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

khususnya mengenai: 

a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan 

fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan 

Korban; 

b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran 

dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas 

pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, 

Pelapor, dan ahli;  

c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian 

Kompensasi dan Restitusi; dan 

d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  

 

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan 

tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain: 

1. penguatan . . . 
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1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat 

menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 

2. penguatan kewenangan LPSK;  

3. perluasan subjek perlindungan; 

4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban; 

5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga; 

6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan 

terhadap Saksi Pelaku; 

7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;  

8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Angka 2 

Pasal 5  

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Hak ini diberikan kepada Saksi dan 

Korban yang tidak menguasai bahasa 

Indonesia. 

 
Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “informasi” 

adalah dalam bentuk keterangan lisan 

dan tertulis. 

Huruf g  

Yang dimaksud dengan “informasi” 

adalah dalam bentuk keterangan lisan 

dan tertulis. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “informasi” 

adalah dalam bentuk keterangan lisan 

atau tertulis. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam 

kasus tertentu" antara lain, tindak pidana 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

tindak pidana korupsi, tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana terorisme, 

tindak pidana perdagangan orang, tindak 

pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, 

tindak pidana seksual terhadap anak, dan 

tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi 

Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada 

situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang 

yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu 

perkara pidana guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 

 

Angka 3 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud  dengan “bantuan 

medis” adalah bantuan yang diberikan 

untuk memulihkan kesehatan fisik 

Korban, termasuk melakukan 

pengurusan dalam hal Korban 

meninggal dunia misalnya pengurusan 

jenazah hingga pemakaman. 

 

 

 

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi 

psikososial” adalah semua bentuk 

pelayanan dan bantuan psikologis serta 

sosial yang ditujukan untuk membantu 

meringankan, melindungi, dan 

memulihkan kondisi fisik, psikologis, 

sosial, dan spiritual Korban sehingga 

mampu menjalankan fungsi sosialnya 

kembali secara wajar, antara lain LPSK 

berupaya melakukan peningkatan 

kualitas hidup Korban dengan 

melakukan kerja sama dengan instansi 

terkait yang berwenang berupa bantuan 

pemenuhan sandang, pangan, papan, 

bantuan memperoleh pekerjaan, atau 

bantuan kelangsungan pendidikan. 

 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi 

psikologis” adalah bantuan yang 

diberikan oleh psikolog kepada Korban 

yang menderita trauma atau masalah 

kejiwaan lainnya untuk memulihkan 

kembali kondisi kejiwaan Korban. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Angka 4 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga 

dilakukan jika Korban meninggal dunia, 

hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu 

secara fisik. 

Ayat (3) 

Pendanaan yang diperlukan untuk 

pembayaran Kompensasi dibebankan pada 

anggaran LPSK.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

  
Angka 5 

Pasal 7A 

Cukup jelas. 

Pasal 7B 

Cukup jelas. 

 
Angka 6 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” 

adalah keadaan darurat yang ditetapkan 

dengan Keputusan LPSK. 

 
Angka 7 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "memberikan 

kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara 

lain memberikan keterangan palsu, sumpah 

palsu, dan permufakatan jahat. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  

Angka 8 

Pasal 10A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “keringanan 

penjatuhan pidana” mencakup pidana 

percobaan, pidana bersyarat khusus, 

atau penjatuhan pidana yang paling 

ringan di antara terdakwa lainnya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari 

LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut 

umum. 

Ayat (5) 

Dalam ketentuan ini, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum menjalankan dengan sungguh-

sungguh rekomendasi LPSK.  

 

 Angka 9  

Pasal 11 

Cukup jelas.  

 
Angka 10 . . . 
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Angka 10 

Pasal 12A   

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang 

terkait” antara lain penegak hukum, 

Keluarga Saksi dan/atau Keluarga 

Korban, dan pelaku. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “rumah aman” 

adalah tempat kediaman sementara atau 

tempat kediaman baru yang 

dirahasiakan sesuai dengan standar 

yang ditentukan oleh LPSK. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Pendampingan dilakukan antara lain 

melalui pemantauan dan pengawasan 

terhadap pemenuhan hak Saksi 

dan/atau Korban dalam proses 

peradilan. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan 

perundang-undangan” antara lain peraturan 

perundang-undangan di bidang pelayanan 

publik.  

 

 Angka 11 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

  

Angka 12 

Pasal 16A 

Cukup jelas. 

Pasal 16B 

Cukup jelas. 

Pasal 16C 

Cukup jelas. 

Pasal 16D 

Cukup jelas.  

 

 Angka 13 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Angka 14 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

 

 
Angka 15 . . . 
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Angka 15 

Pasal 23A 

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan 

agama dan keyakinan masing-masing. 

  

Angka 16 

Pasal 24A   

Cukup jelas. 

Pasal 24B   

Cukup jelas. 

 

Angka 17 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Angka 18 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

  

Angka 19 

Pasal 29A 

Cukup jelas. 

  

Angka 20 

Pasal 32A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” 

antara lain memberikan keterangan palsu, 

sumpah palsu, dan permufakatan jahat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 21 . . . 
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Angka 21 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

  

Angka 22 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Angka 23 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Angka 24 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Angka 25 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Angka 26 

Pasal 42A 

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum. 

 

Angka 27 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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